
 

BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 20 TAHUN 2023        

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa retribusi tempat pelelangan ikan merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut 
dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah untuk membiayai kegiatan penyelengggaraan 

pemerintahan dan pembangunan fasilitas tempat 
pelelangan ikan serta digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat; 

b. bahwa retribusi tempat pelelangan ikan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a telah diatur melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 
Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan dan 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat 
Pelelangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Retribusi Tempat Pelelangan, namun 

sehubungan dengan adanya penguatan pengaturan 
mengenai besaran dana bagi hasil retribusi untuk 

desa, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah 
dan disesuaikan;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 
Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (3), 
Struktur, rincian dan alokasi retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Tempat Pelelangan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5363); 
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
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2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 
31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 
Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
20116 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 38); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 2); 

13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di 
Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 64); 
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat 
Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 32); 
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15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 
70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 
38); 

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 
Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 
Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021 Nomor 92); 
 

MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat 
Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021 Nomor 32) diubah sehingga Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(1) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dari 
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dialokasikan 
sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf 
a; 

(2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) setelah 
dijadikan 100% (seratus persen) dialokasikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara 

merata kepada seluruh Desa; 
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b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara 
proposional berdasarkan realisasi penerimaan 

retribusi daerah dari masing-masing Desa; 
(3) Pola pembayaran untuk Desa penerima Dana Bagi 

Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal II 
  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 
 

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 30 Januari 2023 

BUPATI PANGANDARAN, 

 
 ttd. 

 
JEJE WIRADINATA 

 

Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 30 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PANGANDARAN,  
 
 ttd. 

 
  KUSDIANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2023 NOMOR 20 


